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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni: 

1. Perlindungan hukum terhadap korban menurut Undang-Undang Nomor 

13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah segala 

upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa 

aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga 

lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam 

semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungn peradilan.  

2. Kaitannya dengan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan undang-

undang nomor 11 tahun 2012 terkait korban penganiayaan yang 

dilakukan anak ini, dalam hasil penelitian diperoleh, bahwa dalam 

pemeriksaan perkara terhadap anak yang bermasalah dengan hukum 

kendalanya tidak lain karena ketiadaan penyidik anak dan jangkauan 

pengurusan pendampingan untuk anak pada polsek Sumalata. 

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus secara 

proporsional dilakukan pemangku hukum. Dengan demikian segala 

perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, 

dan kondisi anak. Anak yang berkonflik dengan hukum perlu 

mendapatkan bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. 
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Anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan 

fisik, keadaan social dengan kemampuannya pada usia tertentu 

5.2  Saran 

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti menguraikan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bahwa terhadap korban kejahatan disarankan kepada para penyidik agar 

supaya selalu memperhatikan kepentingan korban juga, bukan hanya 

saja selalu memperhatikan kepentingan pelaku meskipun pelaku dalam 

hal ini seorang anak. 

2. Selain itu para pemangku penegak hukum harus selalu memperhatikan 

acuannya dalam melaksanakan perlindungan terhadap korban 

3. Perlu adanya tanggung jawab dan proaktif dari penyidik dalam 

menerapkan Undang-Undang perlindungan saksi da korban 
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Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Sumalata, Bripka Musa Juma  

(Selasa. 27 Oktober 2015 Pukul 11.00 Wita) 
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